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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada
tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara “Cerai Gugat”
antara :

Nur Laila binti Gangka, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu
Rumah Tangpa, tempat tinggal di Desa Maya Java,
Kecamatan Pamona Selatan, Kabupaten Poso, selanjutnya di
sebut sebagai Penggugat;

melawan

Waji bin Laupek, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani,
tempat tinggal di Desa Maya Jaya, Kecamatan Pamona
Selatan, Kabupaten Poso, sclanjutnya di sebut sebagai
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Mei 2017 yang telah
didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso, dengan Nomor 0115/Pdt.G/2017/PA
Pso, tanggal 04 Mei 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari

Selasa tanggal 13 November 2007, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama
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Kecamatan Pamona Selatan, Kabupaten Poso, sesuai Kutipan Akta Nikah dengan

Nomaor : 28/[11/X1/2007 tanggal 5 Desember 2007;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di

rumah orang tua Penggugat di Desa Maya Jaya sebagai tempat kediaman bersama

terakhir, hingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun

sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 2 orang anak bernama:

a.  Farhan bin Waji, umur 8 tahun;

b.  Raihan bin Waji, umur & tahun.

Kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat.

Bahwa awalnya rumah tangga Penpggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan

tetapi sejak bulan Juni 2009, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak

rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus

menerus disebabkan:

- Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak-
anak Penggugat;

- Tergugat memiliki sifat temperamen dan apabila bertengkar sering
mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat.

Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

tersebut terjadi pada bulan Desember 2015. dimana pada saat itu terjadi

perselisthan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, karena

Penggugat mengatakan kepada Tergugat agar sawah milik Tergugat di Soppeng di

Jual saja dan hasil penjualan tersebut kemudian dibelikan kebun di Desa Maya

Jaya dengan alasan anak-anak Penggugat sekolah disana, Tergugat pun tidak

Putusan Nomor 0115/Pdr.(3/2017/PA Pso Page 2 of 6

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



terima dan marah serta berkata-kata kasar terhadap Penggugat, Tergugal juga
mengatakan kepada Penggugat “kalau man menikah, menikah saja lagi”, schingga
akibat dari perbuatan Tergugat tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah
tempat tinggal yang hingga sckarang telah berlangsung selama kurang lebih |
(satu) tahun lamanya, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah
Penggugat karena diusir Tergugat,

6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk menasehati Penggugat untuk rukun
kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

7.  Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,
mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar
masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka
perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan

zz permasalahan Penggugat dan Tergugat;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan

Agama Poso cg. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini,

selanjutnya menjatuhkan putusan yang amamya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat:

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Waji bin Laupek) terhadap

Penggugat (Nur Laila binti Gangka),
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.
Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
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Bahwa pada hari sidang yang felah ditetapkan Penggugat tidak datang
menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil’kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas
panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak
datangnya itu disebabkan suatu halangan vang sah;

Bahwa demikian juga dengan Tergugat tidak datang menghadap ke muka
sidang pada har sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pula menyuruh orang lain
untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak
ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini. maka semua hal vang termuat
dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini:
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat scbagaimana
diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah dipanggil
secara resmi dan patut, namun tidak datang kemuka sidang, sedang tidak temyata bahwa
tidakdatangannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya gugatan
Pengpugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara @ gque dalam bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang

timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat:
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Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum
Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI
1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2.  Membebankan kepada Penggugal untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.
1.441.000,- ( satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang
dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan
tanggal 19 Ramadhan 1438 Hijrivah, oleh Kami Wahab Ahmad, S.HI., SH., MH.
sebagai Ketua Majelis, Kaharudin Anwar, S.HL, MH. dan Hj. Masriah Hi. Salasa,
5.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota. putusan tersebut diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umuwm pada hari itu juga oleh Ketna Majelis terscbut dengan

.f didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Hakimuddin sebagai

Panitera Sidang tanpa hadirmya Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis
Ttd. Ttd.
Kaharudin Anwar, S5.11L, MH. Wahab Ahmad, S.HL, SH., MH
Hakim Anggota, Panitera Sidang,
Ttd. Ttd.
Hj. Masriah Hi. Salasa, S.HL Drs. H. Hakimuddin.
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Perincian Biava Perkara :

1.  Biaya Pendaftaran :Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK :Rp.  80.000,-
Biaya panggilan :Rp. 1.320.000,-
Redaksi : Rp. 5.000,-
Meterai ‘Rp. 6.000.-
Jumlah : Rp. 1.441.000.-
(satu juta empat ratus empat puluh satu ribu rupiah),

A

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Po
Panitera,

Putusan Nomor (01 15/Pdr.G/2017/P4 Pso Page 6 of 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6



